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Pasal 12
Ayat (1)

Prasarana, sarana dan utilitas umum yang menjadi kewajiban Pihak
Ketiga harus dibangun yang ditetapkan dalam SIPPT dan peta
Keterangan Rencana Kota dan/atau Rencana Tata Letak Bangunan.

Ayat (2)

Yang dimaksud pembangunan dilaksanakan secara proporsional

dengan pembangunan fisik adalah sebagai berikut :

a. Untuk pembangunan kawasan perumahan harus mentaati
proporsi prasarana, sarana dan utilitas umum adalah sebagai
berikut :

1) luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk membangun
prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan perumahan
adalah maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari luas lahan
yang disetujui untuk prasarana, sarana dan utilitas umum
kawasan perumahan;

2) luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk membangun sarana
lingkungan adalah minimal 15% (lima belas persen) dari luas
lahan yang disetujui untuk prasarana, sarana dan utilitas umum
kawasan perumahan;

3) luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pertamanan adalah
minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lahan yang disetujui
untuk prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan
perumahan;

4) proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan perumahan
diambil dari proporsi luasan perumahan dihitung minimal 15%
(lima belas persen) dari luas lahan keseluruhan atau KDH 15%
(lima belas persen).

b. Untuk kategori kawasan perdagangan proporsi prasarana, sarana
dan utilitas umum adalah :

1) Setiap pengembang yang melakukan pembangunan kawasan
pusat bisnis dengan luas lebih dari atau sama dengan 5 Ha (lima
hektar) wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas
dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari
keseluruhan luas lahan.

2) Setiap pengembang yang melakukan pembangunan kawasan
perdagangan dan jasa, baik yang dikembangkan dengan sistem
deret maupun sistem blok dengan luas lebih dari atau sama
dengan 0.5 Ha (setengah hektar) sampai dengan kurang dari 5
Ha (lima hektar) wajib menyediakan prasarana, sarana dan
utilitas umum dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari keseluruhan luas lahan.

3) Dalam hal pengembang melakukan pembangunan untuk
kegiatan usaha perdagangan dan jasa dengan luasan kurang
dari 0.5 Ha (setengah hektar) maka wajib memenuhi persyaratan
tata bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

4) Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan perdagangan
diambil dari proporsi prasarana, sarana dan utilitas umum
kawasan perdagangan dihitung minimal 20% (dua puluh persen)
dari luas lahan keseluruhan atau KDH 20% (dua puluh persen).

5) Jenis prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan dibangun
ditetapkan dalam SIPPT.
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c. Untuk kawasan industri/pergudangan proporsi prasarana, sarana
dan utilitas umum adalah :

1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas
lahan.

2) Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan industri
diambil dari proporsi luasan prasarana, sarana dan utilitas
umum pada kawasan industri minimal 20% (dua puluh persen)
dari luas lahan keseluruhan atau KDH 20% (dua puluh persen).

3) Jenis prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan dibangun
untuk kawasan industri/pergudangan ditetapkan dalam SIPPT.

Pasal 13

Ayat (1)
Prasarana, sarana dan utilitas umum yang akan diserahkan harus
telah selesai dibangun dan dipelihara. Disamping itu Prasarana,
sarana dan utilitas umum tersebut harus memenuhi syarat yaitu :
a. sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi yang
ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
b. sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh
Pemerintah Daerah; dan
c. telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang paling lama 6
(enam) bulan terhitung sejak selesainya pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat(3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Prasarana, sarana dan utilitas umum yang menjadi kewajiban Pihak
Ketiga -merupakan piutang daerah. Dalam hal pengembang yang
tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum
melakukan serah terima administrasi dan/atau tidak memiliki surat
kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan, Gubernur
melalui pejabat yang ditunjuk dapat langsung membuat berita acara
perolehan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)

Yang dimaksud kewajiban Pihak Ketiga adalah kewajiban yang
.dituangkan dalam perjanjian antara Pengembang dan Pemerintah
Daerah.

Ayat (2)

Penagihan dilakukan kepada Pihak Ketiga yang tidak melakukan
kewajiban sesuai dengan jangka waktu penyelesaian sebagaimana
dimaksud dalam perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak
Ketiga.
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Ayat (3)

Penagihan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan
selang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja;

b. Upaya paksa melalui aparat yang bertanggung jawab dalam
penegakan peraturan daerah dan/atau aparat penegak hukum
lainnya;

c. Penagihan dilakukan oleh SKPD yang bertanggung jawab dalam
bidang Tata Kota dan dibantu oleh Tim yang melibatkan SKPD
terkait.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)

Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum tidak selalu
dapat dilaksanakan di daerah proyek yang dikerjakan oleh Pihak
Ketiga. Hal ini disebabkan oleh beberapa kemungkinan antara lain
adalah : Pertama karena alasan kesepadanan, dimana baik secara
estetika atau fungsional dengan bangunan atau infrastruktur yang
sedang dikerjakan oleh pengembang. Kedua pertimbangan nilai
manfaat, dimana karena pertimbangan tingginya harga tanah di
lokasi proyek, prasarana, sarana dan utilitas umum akan dapat
lebih bermanfaat jika dibangun di daerah yang lain. Nilai manfaat
ini tidak boleh diartikan dari sisi Pihak Ketiga saja namun juga dari
sisi masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut di atas maka pihak
pengembang dapat melakukan relokasi kewajibannya untuk
membangun prasarana, sarana dan utilitas umum ke daerah lain.
Relokasi hanya dapat dilakukan dalam keadaan terpaksa dan
dilaksanakan dengan ketentuan bahwa nilai kewajibannya minimal
sama dan masih di dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan konversi adalah penggantian pelaksanaan
kewajiban pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum
dalam bentuk uang, sedangkan untuk tanah/lahan tidak dapat
dikonversi. Pertama bahwa konversi tidak mengganggu fungsi daya
dukung lingkungan dan kelancaran pelayanan di lokasi
bersangkutan. Kedua, untuk mencegah praktek korupsi, kolusi serta
penyimpangan yang lain, pelaksanaan konversi harus bersifat
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan
perundang-undangan. Untuk itu, konversi hanya dapat dilakukan
melalui persetujuan tertulis dari Gubernur dan DPRD.

Konversi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan harga tanah
berdasarkan harga tertinggi nilai NJOP PBB setempat per m2
bangunan. Dana konversi tidak dapat dialihkan selain untuk
pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum. Disamping itu,
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pemanfaatan dana konversi tersebut harus diprioritaskan untuk
membangun prasarana, sarana dan utilitas umum di pemukiman
yang mayoritas dihuni oleh masyarakat dengan penghasilan rendah.
Ini dimaksud sebagai sarana subsidi silang guna memperbaiki
kesejahteraan kelompok masyarakat yang membutuhkannya.

Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas
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Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas
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